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Abstrak

Kasus penyalahgunaan yang terjadi dalam pengelolaan dana desa dilakukan dengan berbagai
modus operandi seperti membuat rancangan anggaran biaya di atas harga pasar kemudian
membayarkan berdasarkan kesepakatan yang lain, meminjam sementara dana desa dengan
memindahkan dana ke rekening pribadi kemudian tidak dikembalikan. Rumusan masalah
dalam tesis ini adalah bagaimana penyimpangan dana desa oleh Pangulu Nagori (Desa)
Nagori desa Pematang Sinaman terkait dana desa tahun 2015 Kabupaten Simalungun
Propinsi Sumatera Utara, bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi dana
desa dalam putusan PN. Tipikor No0.67/Pid.Sus. TPK/2019/PN.Mdn, bagaimana dasar
pertimbangan hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam putusan PN. Tipikor
No0.67/Pid.Sus. TPK/2019/ PN.Mdn. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriftif
analisis yang mengarah pada penelitian hukum yuridis normatif yakni penelitian yang
dilakukan dengan cara mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan
pustaka atau bahan sekunder. Data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer,
bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
penyimpangan dana desa oleh Pangulu Nagori (Desa) Nagori desa Pematang Sinaman terkait
dana desa tahun 2015 Kabupaten Simalungun Propinsi Sumatera Utara adalah Anggaran
Dana Desa yang telah dicairkan oleh terdakwa Darma Suardi selaku Kepala Desa Tanah
Besih bersama-sama dengan Muhammad Noor selaku Bendahara Desa Tanah Besih, akan
tetapi dalam melaksanakan kegiatan dengan mempergunakan dana desa tidak diikutsertakan
perangkat desa lainnya. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi dana desa dalam
putusan PN. Tipikor No0.67/Pid.Sus.TPK/2019/ PN.Mdn adalah Darma Suardi dipidana
penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam putusan PN.
Tipikor No.67/Pid.Sus. TPK/2019/ PN.Mdn adalah perbuatan terdakwa telah sesuai dengan
fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan tidak ada alasan pembenar dan
pemaaf.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Korupsi, Dana Desa.

Abstract
Misuse cases that occur in village fund management are carried out in various modus
operandi, such as drafting a budget fee above the market price then paying based on another
agreement, temporarily borrowing village funds by transferring funds to a personal account
and then not returning it. The formulation of the problem in this thesis is how the deviation of
village funds by Nagori leaders in Pematang Sinaman village related to village funds in 2015
in Simalungun Regency, North Sumatra Province, how are the accountability of the
perpetrators of corruption in village funds in PN decisions. Tipikor No.67 / Pid.Sus.TPK /
2019 / PN.Mdn, what is the basis for the judge's consideration of the decision against the
defendant in the PN decision. Tipikor N0.67 / Pid.Sus.TPK / 2019 / PN.Mdn. The research
method used is descriptive analysis which leads to normative juridical legal research, namely
research carried out by referring to legal norms, namely examining library materials or
secondary materials. Secondary data by processing data from primary legal materials,
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secondary legal materials and tertiary legal materials. The results showed that the deviation
of village funds by Nagori leaders in Pematang Sinaman village related to village funds in
2015 in Simalungun Regency, North Sumatra Province was the Village Fund Budget that had
been disbursed by the defendant Darma Suardi as the Head of Tanah Besih Village together
with Muhammad Noor as Treasurer of Tanah Besih Village. However, in carrying out
activities using village funds, other village officials were not involved. The accountability of
perpetrators of corruption in village funds in PN decisions. Tipikor No.67 / Pid.Sus.TPK /
2019 / PN.Mdn is Darma Suardi sentenced to prison for 6 (six) years and a fine of Rp.
200,000,000, - (two hundred million rupiah). in the District Court decision. Tipikor No.67 /
Pid.Sus.TPK / 2019 / PN.Mdn is the defendant's actions in accordance with the legal facts
revealed in court and there is no justification or excuse.

Keywords: Accountability, Corruption, Village Fund.

I. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan fenomena yang masih memerlukan perhatian lebih karena
merupakan kejahatan luar biasa yang dampaknya sangat merugikan masyarakat. Menurut
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi tidak
hanya merugikan keungan negara, tetapi juga pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan
ekonomi masyarakat secara luas.

Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya
dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang
adil, makmur dan sejahtera tersebut, perlu secara terus-menerus ditingkatkan usaha-usaha
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana umumnya serta tindak pidana korupsi
khususnya.*

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat,
selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki
dampak sosial negatif, dalam bentuk tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu
tindak pidana yang dapat dikatakan fenomenal adalah korupsi. Tindak pidana ini tidak hanya
merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan
ekonomi masyarakat.?

Kejahatan korupsi di Indonesia tampaknya masih menjadi trending topic dan bahkan
hot issue untuk diperbincangkan. Perbincangan korupsi tidak pernah ada ujungnya.

Masyarakat terus saja disajikan dengan berbagai pemberitaan yang ada. Korupsi sebagai

! Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h.1
2Ibid, h.2.
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sudah dikaji dan ditelaah secara kritis oleh banyak ilmuwan dan filosof. Aristoteles misalnya,
sejak awal telah merumuskan sesuatu yang disebutnya sebagai korupsi moral (moral
corruption).

Kasus korupsi sudah terjadi dihampir semua kalangan pemerintahan baik ditingkat
pusat sampai ke desa. Segala upaya telah dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana
korupsi tetapi belum menunjukan tanda-tanda keberhasilannya. Dengan pengalokasian
pemerintah terhadap dana desa, tidak menutup kemungkinan terjadinya penyalagunaan dana
desa oleh aparatur pemerintahan desa.

Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-undang Nomor 23
Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa. Berdasarkan ketentuan tersebut desa diartikan sebagai desa dan desa adat atau yang
disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan
republik Indonesia.*

Pemahaman desa diatas menempatkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan
yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau
komunitasnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam
menunjang kesuksesan pemerintahan nasional dan pembangunan nasional secara luas. Desa
menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program-
program dari pemerintah.®

Kelonggaran yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah desa untuk
mengelola Dana Desa membawa banyak manfaat, terutama dalam pembangunan di desa.
Namun demikian, wewenang tersebut jika tak diimbangi dengan sadar hukum justru akan
membawa kesulitan bagi aparat desa, juga menimbulkan kerugian bagi warga desa. Padahal

desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat dan pemerintahan di Indonesia. Jauh

SAlbert Hasibuan dalam Mansyur Semma, Negara dan Korupsi : Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia
Indonesia, dan Perilaku Politik, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2012, h.32.

4Chrisye Mongilala, “Kajian Yuridis Mengenai Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Desa Di Kabupaten
Minahasa Selatan”, Jurnal Lex et Societatis, Vol. IV/No. 6/Juni/2016, h.79

SReflay Ade Sagita, “Pengawasan Penggunaan Dana Transfer Untuk Menjamin Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan
Desa Di Kabupaten Wonosobo”, Jurnal Hukum Khaira Ummabh, Vol. 12. No. 2 Juni 2017, h.293.
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sebelum bangsa-negara modern terbentuk, kelompok sejenis desa atau masyarakat adat dan

lain sebagainya, telah menjadi bagian penting dalam suatu tatanan negara.®

Pemerintahan desa dalam penyelenggaraannya membutuhkan sumber keuangan dan
pendapatan desa. Sumber pendapatan desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (selanjutnya disebut APBDes). Pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh
kepala desa yang dituangkan dalam peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja
desa. Pedoman pengelolaan keuangan desa dalam pengelolaannya berpedoman pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa. Keuangan desa menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di
dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa
tersebut.’

Pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113
Tahun 2014 dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif dan
dilakukan secara tertib dan disiplin terhadap anggaran. Pengelolaan keuangan desa tersebut
dikelola dalam 1 tahun anggaran yaitu mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan yang mewakili pemerintah desa dalam
kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan tersebut dipegang oleh kepala desa dan dibantu
oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (selanjutnya disebut PTPKD). PTPKD
ini berasal dari unsur perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa, kepala seksi, dan
bendahara.®

Alokasi Dana Desa (selanjutnya disebut ADD), yang kini digulirkan setiap tahun
kepada seluruh desa dalam pengunaannya harus dapat dipertangungjawabkan.
Pertanggungjawaban keuangan merupakan suatu dimensi penting dalam penggunaan
keuangan termasuk dana ADD. Pertanggungjawaban ini mengingat bahwa desa yang dulunya
melaksanakan pembangunan hanya mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan
pengelolaannya masih sangat sederhana, akan tetapi setelah kebijakan alokasi dana desa
diberlakukan sekarang ini, desa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan

SNi'matul Huda, Perkembangan Hukum Tata Negara (Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan), Fakultas Hukum
Ull Press, Yogyakarta, 2014, h.361

"Hasman Husin Sulumin, “Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Pada Pemerintahan Desa Di
Kabupaten Donggala:,e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 1, Januari 2015, h. 44.

8Saifatul Husna, “Kesiapan Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Secara Akuntabilitas
Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi pada Beberapa Desa di Kabupaten Pidie)”, Jurnal limiah
Ekonomi Akuntansi (JIMEKA). Vol. 1, No. 1, 2016, h.282.
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pengelolaannya dilakukan secara mandiri. Sumber daya manusia yang mengelola keuangan

yang besar tersebut harus dipersiapkan oleh Kepala Desa sebagai pelaksana pemerintahan
desa.’

Pelaksanaan dan pengelolaan keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas-asas
transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dan
dikelola dalam masa 1(satu) tahun anggaran yakni mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31
Desember dalam tahun berjalan tersebut. Begitu pula ADD yang diterima oleh tiap desa yang
merupakan salah satu sumber keuangan desa dari bagian dari dana perimbangan keuangan
Pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota pada hakikatnya merupakan
stimulan kepada desa agar mampu mengelola ADD secara efektif dan efisien. Pengelolaan
ADD juga harus transparan guna mewujudkan pengembangan, kegiatan masyarakat menuju
kemandirian desa. Kepala desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah pemegang kekuasaan
pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa.®

Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), bantuan pemerintah pusat, dan
bantuan pemerintah  daerah.Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang
diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan
urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBN.!

Sesuai ketentuan Pasal 72 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
pendapatan desa yang bersumber dari APBN atau Dana Desa yang bersumber dari belanja
pusat digunakan untuk melakukan program dan kegiatan yang berdampak pada peningkatan
kesejahteraan masyarakat tetapi kenyataannya tidak sedikit Dana Desa yang disalahgunakan
oleh oknum Kepala Desa. Penyalahgunaan ini bukan karena ketidaktahuan terhadap
pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta peraturan
perlaksanaanya, tetapi tindak pidana korupsi ini terkait juga dengan masalah sikap moral,
pola hidup dan budaya sosial, kebutuhan dan sistem ekonomi, lingkungan sosial ekonomi,

budaya politik, kesempatan yang ada serta pengaruh keluarga.*?

II. METODE PENELITIAN

9 Hasman Husin Sulumin, Op.Cit, h.45

Olbid, h.45.

“Hasyim Adnan, “Pengawasan Alokasi Dana Desa Dalam Pemerintahan Desa”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas
Islam Bandung, Volume VIII Nomor 2, Mei-Agustus 2016, h.3.

12Endah Dwi Winarni, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan PP Nomor 8
Tahun 2016 (Studi Kasus Di Desa Srikaton Kecamatan Jaken Kabupaten Pati)’, Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1. No. 1 Maret
2018, h. 272
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Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan,

menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan
pada tujuan penelitian ini. Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan
secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk
menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu
antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat.™> Maksud utama analisis terhadap bahan
hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam
aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam
praktik dan putusan-putusan hukum.4

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian yang
digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif.®> Jenis penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau
bahan data sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang terdapat
dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, kaedah hukum dan sistematika
hukum serta mengkaji ketentuan perundang-undangan, putusan pengadilan dan bahan hukum
lainnya yang relevan dengan perumusan penelitian.®

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan tesis ini menggunakan metode
penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian yuridis normatif adalah penelitian
hukum yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-
undangan.!” Meniliti bahan kepustakaan atau data sekunder yang mencakup asas-asas hukum
sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan
sejarah hukum.'® Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan  (Statute
aproach) ¥ dalam dengan menganalisis pertanggungjawaban pidana korupsi dana desa
oleh Pangulu Nagori (Desa) Nagori Desa Pematang Sinaman.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi studi
dokumen untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran

konseptual dan penelitian pendahuluan yang berhubungan dengan objek yang diteliti dapat

13Kontjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Gramedia, Jakarta, 2007, h. 42.

14Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, 2018, h. 310
Roni Hantijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta 2018, h. 11

16 Ibrahim Johni, Op. Cit, h.336

7 1bid. h.337.

18 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudiji Op.Cit, h. 39

9 1bid, h. 1.
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berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah, dan kasus-kasus yang terjadi

melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum.?

I1l. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyimpangan Dana Desa Oleh Pangulu Nagori (Desa) Nagori Desa Pematang
Sinaman Terkait Dana Desa Tahun 2015 Kabupaten Simalungun Propinsi
Sumatera Utara

Kasus korupsi di Indonesia dipandang sebagai salah satu masalah hukum yang serius,
hal ini dapat lihat bersama diberbagai pemberitaan betapa merajalelanya kasus korupsi yang
terjadi akhir-akhir ini. Mulai dari level jabatan birokrasi terendah semisal kepala desa, camat,
lurah, hingga pada level jabatan yang lebih tinggi seperti anggota DPR, menteri, hingga
hakim sekalipun tidak luput dari jeratan kasus korupsi, Satjipto Rahardjo bahkan memandang
korupsi yang terjadi di Indonesia bukan saja telah membudaya, tetapi sudah menjadi
kejahatan yang terorganisir yang berdimensi internasional, karena itu pemberantasannya tidak
bisa lagi ditangani seperti kejahatan biasa, tetapi harus dilakukan melalui upaya luar biasa.?*

Korupsi telah benar-benar menjadi ancaman yang nyata bagi kelangsungan negeri ini
karena akhir-akhir ini semakin marak, lebih-lebih dengan mencuatnya pemberitaan terkait
dengan beberapa oknum yang berkiprah di eksekutif, legeslatif dan yudikatif dituding
melakukan penyalahgunaan wewenang, penggelapan serta pemerasan dalam jabatan dan
menerima suap. Seiring dengan itu, muncul juga isu soal kriminalisasi terhadap berbagai
penanganan perkara tindak pidana termasuk korupsi yang dilakukan oleh oknum penegak
hukum, makin meramaikan pemberitaan tentang korupsi diberbagai media cetak dan
elektronik serta menambah buramnya wajah penegakan hukum di negara ini.??

Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi dana Desa oleh Pangulu
Nagori (Desa) Nagori Desa Pematang Sinaman dalam putusan Pengadian Negeri Tipikor
No0.67/Pid.Sus. TPK/2019/ PN.Mdn adalah:

1. Mendapatkan keuntungan

Darma Suardi selaku Kepala Desa Tanah Besih bersama-sama dengan Muhammad
Noor selaku Bendahara Desa Tanah Besih telah melakukan pencairan atau penarikan dana
desa yang seharusnya dipergunakan untuk membiayai kegiatan sesuai dengan rancangan
APBDes Desa Tanah Besih, pada kenyataannya dana tersebut tidak seluruhnya dipergunakan

2lbid, h. 98.

21 Muhammad Rezza Kurniawan, “Modus Operandi Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Oleh PNS”,
Jurnal Law Reform, Volume 14, Nomor 1, Tahun 2018, h.116.

2 Ibid.
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oleh terdakwa Darma Suardi untuk membiayai kegiatan dimaksud. Hal ini terlihat tidak

adanya bukti pertanggung jawaban yang dapat ditunjukkan oleh terdakwa, antara lain:

a. Terdapat belanja kegiatan yang tidak dilengkapi dengan bukti (SPJ) yang lengkap dan
sah, seluruhnya sebesar Rp.130.029.274,- (Seratus tiga puluh juta dua puluh sembilan
ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah)

b. Adanya kwitansi penyaluran bantuan dana kegiatan Nomor 58/DDS/2017 dari
Pemerintah Desa Tanah Besih kepada BUMDes “TEGAR” sebesar Rp.382.000.000,-
(tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah), akan tetapi bantuan tersebut tidak pernah
diberikan kepada BUMDes “TEGAR” dan pada kenyataannya Kwitansi dan Berita Acara
Serah Terima (BAST) pemberian bantuan tersebut dibuat dan ditanda tangani serta
distempel sendiri oleh terdakwa Darma Suardi selaku Kepala Desa Tanah Besi.

c. Tidak dilaksanakannya kegiatan peningkatan jalan dengan lapisan penetrasi makadam
dengan volume 450 x 3 meter dari Dusun IV sampai dengan Dusun Ill, sebesar
Rp.235.498.503.-(dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu
lima ratus tiga rupiah).

d. Berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara Inspektorat
Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : LHP/700KU/27/2019 tanggal 01 Agustus 2019,
penggunaan anggaran APBDes Tahun Anggaran 2017 tidak terlaksana dengan baik
dikarenakan ada beberapa kegiatan yang fiktif sebesar Rp.747.527.777,- (tujuh ratus
empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh
rupiah).

2. Adanya kesempatan atau sarana yang ada padanya atau karena jabatan atau kedudukan.

Darma Suardi selaku Kepala Desa Tanah Besih telah menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung
pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan
dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang pada diri terdakwa karena jabatan atau
kedudukannya.

Unsur menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya
karena jabatan atau kedudukan memiliki kaitan yang sangat erat dengan unsur
menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, penyalahgunaan
kewenangan, kesempatan, atau sarana adalah merupakan cara yang ditempuh oleh pelaku
tindak pidana korupsi untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau

suatu korporasi dan sebaliknya unsur menguntungkan dir sendiri atau orang lain atau suatu
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korporasi merupakan suatu tujuan yang diinginkan si pelaku tindak pidana korupsi yang

dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada
padanya.

Berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa terungkap fakta-fakta bahwa
terdakwa Darma Suardi selaku Kepala Desa Tanah Besih bersama-sama dengan Muhammad
Noor selaku Bendahara Desa Tanah Besih telah mencairkan atau menarik uang dari Rekening
Kas Desa. Anggaran Dana Desa yang telah dicairkan oleh terdakwa Darma Suardi selaku
Kepala Desa Tanah Besih bersama-sama dengan Muhammad Noor selaku Bendahara Desa
Tanah Besih, akan tetapi dalam melaksanakan kegiatan dengan mempergunakan dana desa
tidak diikutsertakan perangkat desa lainnya, seharusnya dipergunakan untuk membiayai
kegiatan sesuai dengan rancangan APBDes Desa Tanah Besih.

B. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Dalam Putusan
PN. Tipikor NO.67/PID.SUS.TPK/2019/PN.MDN

Pelaku tindak pidana, maka dapat dikenakan sanksi pidana atau hukuman. Penjatuhan
ancaman hukuman terhadap orang yang telah melakukan suatu pelanggaran tindak pidana,
sifatnya ialah memberikan pelajaran supaya tidak mengulangi perbuatan yang jahat dan dapat
kembali kepada masyarakat yang baik, dengan perkataan lain menjadi orang baik.

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bentuk sanksi yang dapat
dikenakan kepada pelaku tindak pidana korupsi adalah pidana penjara dan pidana denda
tergantung bobot dan kualifikasi tindak pidana korupsi yang dilakukannya. Ancaman pidana
penjara bervariasi yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana korupsi mulai dari pidana
penjara paling singkat 4 (empat) tahun penjara dan paling lama 20 tahun penjara sampai
pidana penjara maksimal seumur hidup. Ancaman pidana denda juga bervariasi, mulai dari
pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai ke pidana denda
maksimal Rp.1.000.000.000,- (satu miliyar rupiah). (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi).%

Tindak pidana korupsi dana desa yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi
unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu:

% |bid, h.153-154.
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1. Setiap orang.

Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Rumusan setiap orang
tersebut tidak disyaratkan sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku. Pelaku
adalah siapa saja (subjek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang mampu
bertanggung jawab atas perbuatannya. Subjek tidak pidana korupsi adalah setiap orang yang
secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau
korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.?

Penafsiran autentik setiap orang” sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah
dengan Undang-Undang Nomor No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah perorangan
atau termasuk korporasi, dengan demikian makna setiap orang meliputi tiap-tiap orang atau
siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban tanpa memperhatikan
kualfikasi tertentu dan dalam hal ini termasuk korporasi yang juga termasuk salah satu subjek
hukum pendukung hak dan kewajiban.

Penentuan unsur setiap orang dimaksudkan hanyalah untuk menentukan agar tidak
terjadi kesalahan subyek hukum yang didakwa dan dituntut (error in persona) yang dalam
hal ini terdakwa Darma Suardi selaku Kepala Desa Tanah Besih Kec. Tebing Syahbandar
Kab. Serdang Bedagai, Oleh karena itu untuk menentukan terbuktinya unsur setiap orang,
cukuplah bila telah terbukti bahwa benar terdakwa merupakan subyek hukum orang atau
badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Terdakwa merupakan orang atau subyek hukum yang telah melakukan perbuatan atau
tindak pidana, dengan berpedoman pada ajaran dualistis dalam penjatuhan pidana, maka
harus dibuktikan lebih lanjut adanya syarat obyektif pemidanaan, yaitu terbuktinya unsur-
unsur perbuatan dari pasal dakwaan maupun syarat subyektif yang berkaitan dengan
pertanggungjawaban pidana terdakwa (strafbaarheid van den persoon).?®

Berdasarkan pengertian setiap orang tersebut di atas, maka fakta yuridisnya benar
terdakwa adalah Darma Suardi dengan identitas sesuai dengan yang terdakwa sampaikan dan
tercantum dalam berita acara pemeriksaan yang didukung oleh keterangan saksi-saksi dan
keterangan terdakwa serta bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan lainnya. Dengan

demikian terdakwa ini sebagai perseorangan yang memiliki nama Darma Suardi selaku

2 Febby Mutiara Nelson, Op.Cit, h. 107.
% Roeslan Saleh, Op.Cit, h.79.
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seorang subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, sehingga termasuk ke dalam
pengertian setiap orang sebagaimana dimaksud dalam unsur ini sehingga unsur setiap orang
telah terpenuhi.

2. Secara melawan hukum;

Melawan hukum adalah mencakup pengertian perbuatan melawan hukum secara
formil maupun materil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang
melanggar/bertentangan dengan undang-undang, sedangkan melawan hukum secara materil
berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan,
namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai
dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat seperti
bertentangan dengan ada isitiadat, kebiasaan, moral, nilai agama dan sebagainya, maka
perbuatan itu dapat dipidana.?®

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-1V/2006 tanggal 25 Juli
2006, pengertian secara melawan hukum hanya meliputi perbuatan melawan hukum dalam
arti formil, yaitu suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7
Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar
Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan telah ditegaskan
bahwa walaupun penjelasan Pasal 2 UU Tipikor telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi,
tetapi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak mengikat bagi Hakim.?’

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan bahwa yang
dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan
hukum dalam arti formil maupun materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur
dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela
karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam
masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata “dapat”
sebelum frase merugikan keuangan atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak
pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan

dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat.

% bid, h.84.
2’RE Baringbing, Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum, Pusat Kegiatan Reformasi, Jakarta, 2016, h.47.
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Selanjutnya dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999,

dinyatakan : “agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan
negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang
diatur dalam Undang-Undang ini dirumuskan sedemikian rupa, sehingga meliputi perbuatan-
perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan
hukum” dalam pengertian formil dan materil.

Berdasarkan perumusan tersebut pengertian melawan hukum dalam tindak pidana
korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan
masyarakat harus dituntut dan dipidana. Secara tegas tindak pidana korupsi dirumuskan
sebagai tindak pidana formil. Dengan rumusan secara formil yang dianut oleh undang-undang
ini, maka tidak perlu dibuktikan apakah dari perbuatan tersebut sudah menimbulkan kerugian
atau tidak, cukup apabila perbuatan itu telah memenuhi unsur dari pada delik dan perbuatan
tersebut berpotensi/dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Menurut Oemar Senoadji menjelaskan bahwa pengertian melawan hukum meliputi
perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma kesopanan yang lazim atau yang
bertentangan dengan keharusan atau kepatutan dalam pergaulan hidup untuk bertindak
terhadap orang lain, barangnya maupun haknya. Sebagai unsur dari suatu tindak pidana
dalam beberapa hal, kata melawan hukum (wederrechtelijkheid) oleh kalangan ahli hukum
diartikan bertentangan kesopanan yang lazim ada dalam pergaulan masyarakat (in strijd met
de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt).?

Andi Hamzah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara
formal ialah apabila seluruh bagian inti delik sudah dipenuhi atau dapat dibuktikan, dengan
sendirinya dianggap perbuatan itu telah melawan hukum. Sebaliknya, arti melawan hukum
secara materil ialah bukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang saja, tetapi
juga perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman di dalam pergaulan
masyarakat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum. 2°

Menurut Moeljatno menyebutkan bahwa formulering VOS tersebut dipengaruhi oleh
Arrest HR Nederland Tahun 1919 yang terkenal dengan nama Lindenbaum — Cohen Arrest.
Disitu HR Nederland menyatakan perbuatan melanggar hukum (onrechmatige daad) adalah

bukan saja perbuatan yang bertentangan dengan wet tetapi juga perbuatan yang dipandang

28 Oemar Senoadji, Op.Cit, h.179
2 Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Raja Grafindo Persada
Jakarta, 2015, h.125,
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dari pergaulan masyarakat tidak patut.®® Sementara itu R. Wirjono Podjodikoro, memberikan

pengertian “perbuatan melawan hukum dalam arti luas tidak hanya sebagai perbuatan yang

secara langsung melanggar peraturan hukum (yang tertulis), tetapi meliputi perbuatan-

perbuatan yang berupa peraturan-peraturan di lapangan kesusilaan, keagamaan, sopan santun.

Sifat dari perbuatan melawan hukum itu membawa akibat kegoncangan dalam neraca

keseimbangan masyarakat, baik itu menyangkut peraturan-peraturan tertulis, khususnya

peraturan-peraturan yang tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat.>!

Menurut beberapa Yurisprudensi tetap (veste jurisprudentitie) yang telah diikuti di

dalam praktek peradilan, melawan hukum diartikan sebagai berikut :

1)

2)

3)

4)

Putusan Mahkamah Agung RI No. : 2064K/Pid/2006 tanggal 8 Januari 2007 atas
nama Terdakwa H. Fahrani Suhaimi yang tetap memaknai melawan hukum secara
materil, meskipun putusan itu terjadi pasca dijatuhkannya putusan Mahkamah
Konstitusi No. 003/PUU-1V/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang menyatakan
penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah
dengan UU No. 20 Tahun 2001 dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum
mengikat, namun demikian Mahkamah Agung RI tetap menganut ajaran melawan
hukum materil, yaitu secara materil tercela perbuatannya dapat dihukum
pelakunya karena tindak pidana korupsi meskipun perbuatannya itu tidak
melawan hukum secara formal.

Putusan Mahkamah Agung No. 2065K/Pid/2006 tanggal 21 Desember 2006
dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. Kuntjoro Hendrartono, MBA memaknai
perbuatan melawan hukum baik dalam arti formil maupun dalam arti materil.
Putusan Mahkamah Agung RI No. 81K/KR/1973 tanggal 30 Maret 1977 yang
mempertegas Putusan Mahkamah Agung RI sebelumnya vyaitu Putusan
Mahkamah Agung RI tanggal 8 Januari 1966 N0.42K/KR/1965.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 275K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983
dalam perkara RS. Natalegawa memberikan penafsiran tentang melawan hukum
yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak tepat jika melawan hukum
dihubungkan dengan melanggar peraturan yang ada sanksi pidananya, akan tetapi
sesuai dengan pendapat yang sudah berkembang dalam ilmu hukum seharusnya

% Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana,Rineka Cipta, Jakarta, 2016, h.47.
31 R. Wirjono Podjodikoro, Perbuatan Melawan Hukum, Sumur Bandung, 2014, h. 7-8,
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hal itu diukur berdasarkan asas-asas hukum tak tertulis maupun asas-asas yang

bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat.

5) Putusan Mahkamah Agung No. 42K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966 dalam
perkara Machrus Effendi yang pada pokoknya memberikan pertimbangan faktor-
faktor kepentingan umum terlayani, tidak ada keuntungan yang masuk dalam saku
terdakwa dan akhirnya faktor tidak dideritanya kerugian Negara, merupakan
faktor-faktor yang mempunyai nilai lebih dari cukup guna menghapuskan sifat
bertentangan hukum pada perbuatan terdakwa.?

Berdasarkan uraian tentang pengertian melawan hukum sebagaimana disebutkan di
atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian melawan hukum dapat diartikan secara formil dan
materil, artinya perbuatan tersebut dikatakan melawan hukum bila bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan norma kesopanan, kepatutan,
kelaziman atau lebih kongkretnya segala perbuatan yang dipandang tercela oleh masyarakat.
Mahkamah Agung lebih condong kepada penerapan melawan hukum materil dalam
fungsinya yang positif namun dalam hal terdapat faktor-faktor yang dapat menghapus sifat
melawan hukumnya perbuatan juga menerapkan fungsinya yang negatif. Berdasarkan
pengertian melawan hukum tersebut di atas dikaitkan dengan perbuatan terdakwa Darma
Suardi, maka berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 528/410/ Tahun 2013 tanggal 12
Desember 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih pada Pemilihan
Kepala Desa di Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013
sampai dengan Tahun 2019, terdakwa diangkat selaku Kepala Desa Tanah Besih di
Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai sebagai pemegang kekuasaan
pengelolan keuangan desa yang mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1) Menetapkan rencana umum pengadaan dan mengumumkan rencana umum pada papan
pengumuman.

2) Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).

3) Mengawasi pelaksanaan anggaran.

4) Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan.

5) Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan dokumen.

Berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat-
surat, keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa Darma Suardi selaku Kepala Desa

32 Andi Hamzah, Op.Cit, h.201.
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Tanah Besih bersama-sama dengan Muhammad Noor selaku Bendahara Desa Tanah Besih

telah mencairkan atau menarik uang dari Rekening Kas Desa, sejak tanggal 18 Mei 2017 s/d.
tanggal 18 Oktober 2017, jumlah total uang yang telah dicairkan atau ditarik oleh terdakwa
Darma Suardi selaku Kepala Desa Tanah Besih bersama-sama dengan Muhammad Noor
selaku Bendahara Desa Tanah Besih dari Rekening Kas Desa melalui Bank Sumut Cabang
Sei Rampah Nomor : 302.02.04.009502-2 sebesar Rp.1.038.372.000 (satu milyar tiga puluh
delapan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), sehingga kondisi saldo Kas Rekening
Kas Desa Tanah Besi per tanggal 15 Desember 2017 hanya tinggal sebesar Rp.1.530.612,-
(satu juta lima ratus tiga puluh ribu enam ratus dua belas rupiah).

3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Memperkaya diri sendiri artinya dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku
menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri. Memperkaya orang
lain maksudnya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang
menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambahnya harta bendanya dan di sini yang
diuntungkan bukan pelaku langsung. Memperkaya korporasi atau yang mendapat keuntungan
dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi yaitu
kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum
maupun bukan badan hukum.

Titik berat memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam
lingkup Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi adalah terletak pada signifikansi atau besar kecilnya materi/benda
(uang negara) yang diselewengkan. Semakin signifikan atau semakin besar uang negara yang
diselewengkan akan tergolong sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain
atau suatu korporasi. Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor 3 Tahun 2018
tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman
Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menentukan ambang batas memperkaya diri sendiri,
orang lain atau korporasi dalam Pasal 2 tersebut adalah minimal Rp.200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah).

C. Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Terhadap Terdakwa Dalam
Putusan PN. Tipikor No.67/Pid.Sus. TPK/ 2019/ PN.MDN
Adapun dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah:

e. Dakwaan Primair.
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PerBuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat
(1) huruf b Undang-Undang Rl Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun
2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana

Dakwaan Subsidair.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b
Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Rl Nomor : 20 Tahun 2001
tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci

sebagai berikut :

a.

Menyatakan terdakwa Darma Suardi terbukti secara bersama-sama melakukan tindak
pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18
Ayat (1) huruf bUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Primair.
Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Darma Suadri selama 7 (tujuh) tahun penjara dan
denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti
dengan pidana selama 6 (enam) bulan kurungan.

Menjatuhkan pula kepada terdakwa Darma Suardi untuk membayar uang pengganti
sebesar Rp. 747.527.777 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tujuh
ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan ketentuan dalam hal terdakwa tidak
membayar uang pengganti dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita
oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam
hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang
pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Menyatakan barang bukti terlampir dalam berkas perkara.

Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
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lainnya dihubungak satu dengan lainnya telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

a.

Terdakwa sebagai karyawan PT Socfindo Tanah Besih juga selaku Kepala Desa Tanah
Besih Kec. Tebing Syahbandar Kab. Sergai dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2013
kemudian periode ke dua tahun 2013 sampai dengan sekarang, terakhir berdasarkan
Surat Keputusan Bupati Serdang Bedagai nomor : 528 / 410 / tahun 2013 tanggal 12
Desember 2013

Tugas dan tanggungjawab Kepala Desa adalah menyelenggarakan roda pemerintahan
Desa, mendampingi atau menyelesaikan masalah warga dan masalah hukum,
melaksanakan pembangunan di Desa.

Penghasilan terdakwa selaku Kepala Desa Tanah Besih sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta
rupiah) ditambah tunjangan sebesar Rp.540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah )
per bulan sesuai dengan Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa, tunjangan Kepala Desa, perangkat
Desa, pimpinan dan anggota Badan permusyawaratan Desa tahun 2017.

Sumber dana yang diterima oleh Desa Tanah Besih dari tahun 2017 dari APBN untuk
Dana Desa, APBD untuk Alokasi Dana Desa, Bagi hasil Pajak dan Retribusi dan
Pendapatan Asli Desa.

Dana Desa Tanah Besih ditampung pada rekening Pemerintah Desa Tanah Besih cabang
Sei Rampah dengan nomor rekening 302.02.04.009502-2.

Pada tahun 2017 anggaran yang terealisasi sebesar Rp.1.038. 372. 000,-. Khusus
anggaran sebesar Rp. 235. 498. 503,- untuk kegiatan peningkatan jalan dengan lapisan
penetrasi makadam dengan volume 450 x 3 meter dari Dusun IV sampai dengan Dusun
I11 sesuai dengan Rencana APBDes Tanah Besih Tahun Anggaran 2017.

Anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan selain peningkatan jalan yaitu bukti
surat pertanggungjawaban (SPJ) untuk 26 ( dua puluh enam) kegiatan pada tahun 2017
sebesar Rp.130.029.274,- dan penyaluran Dana Desa untuk BUMDes Tegar sebesar Rp.
382.000.000,- yang tidak disetorkan ke rekening BUMDes Tegar dengan nomor rekening
302.02.04.026654-1 dengan Direktur BUMDes Ratna Juami tetapi ada pada terdakwa.
Terdakwa ambil dari internet

Berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 67/Pid.Sus. TPK/ 2019/PN.Mdn yang amar

putusannya sebagai berikut :
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Me-nyatakan terdakwa Darma Suardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan
primair.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Darma Suardi oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta
rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan
pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa pembayaran uang pengganti sejumlah
Rp.747.527.777,- (tujuh ratus empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu
tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar
uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum
tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti
tersebut dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk
membayar uang pengganti tersebut maka harus diganti dengan penjara selama 6 (enam)
bulan.

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menetapkan terdakwa tetap berada dalam ditahan.

Menetapkan barang bukti terlampir dalam berkas perkara.

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu

rupiah).

. KESIMPULAN

Penyimpangan dana desa oleh Pangulu Nagori (Desa) Nagori desa Pematang Sinaman
terkait dana desa tahun 2015 Kabupaten Simalungun Propinsi Sumatera Utara adalah
Anggaran Dana Desa yang telah dicairkan oleh terdakwa Darma Suardi selaku Kepala
Desa Tanah Besih bersama-sama dengan Muhammad Noor selaku Bendahara Desa Tanah
Besih, akan tetapi dalam melaksanakan kegiatan dengan mempergunakan dana desa tidak
diikutsertakan perangkat desa lainnya, seharusnya dipergunakan untuk membiayai
kegiatan sesuai dengan rancangan APBDes Desa Tanah Besih.

Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi dana desa dalam putusan PN. Tipikor
No0.67/Pid.Sus. TPK/2019/PN.Mdn adalah Darma Suardi dipidana penjara selama 6
(enam) tahun dan denda sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan
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selama 6 (enam) bulan serta menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa

pembayaran uang pengganti sejumlah Rp.747.527.777,- (tujuh ratus empat puluh tujuh
juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan
ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan
setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan
dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak
mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka
harus diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam putusan PN.
Tipikor No0.67/Pid.Sus. TPK/2019/ PN.Mdn adalah perbuatan terdakwa telah sesuai
dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan semua unsur-unsur dalam
Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana dan tidak ada alasan pembenar dan pemaaf.

DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
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B. Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang 20 Tahun 2001 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

C. Jurnal
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